BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pekerja/buruh pada perusahaan yang mengalami kepailitan
mempunyai hak-hak yang harus diberikan kepadanya sebagai
kreditor preferen, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-
Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang dan diatur dalam Pasal 95 ayat (4)
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
serta mengenai hak-hak yang diterima dari akibat kepailitan adalah
Pasal 156 dan Pasal 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselsihan Hubungan Industrial, pekerja/buruh
dapat melakukan upaya apabila hak-haknya tidak terpenuhi melalui
jalur non Litigasi (di luar pengadilan) yaitu melalui perundingan
Bipartit, Tripartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Apabila
perundingan di luar Pengadilan tidak menemui kata sepakat, maka
pekerja/buruh dapat menempuh jalur Litigasi (pengadilan) yaitu
mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pekerja

juga dapat melakukan upaya permohonan pergantian Kurator dan
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Actio Paulina sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran
sebagai berikut :

1. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 67/PUU-X1/2013
tentang pengujian Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang
Ketenagakerjaan terkait dengan frasa “yang didahulukan
pembayarannya”, dengan ini pekerja/buruh seharusnya tidak lagi
menunggu dan berunjuk rasa dalam penuntutan hak-haknya pada
perusahaan yang pailit, karenya Amar dari Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa apabila suatu perusahaan
dinyatakan pailit maka perusahaan diwajibkan mendahulukan
pembayarannya kepada pekerja/buruh. Undang-Undang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga perlu
mengatur mengenai hubungan dan tanggungjawab antara
pekerja/burun dan Kurator dalam Undang-Undang tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui
berbagai aturan yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian
hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh terpenuhi pada saat debitor
dinyatakan pailit dan semua pengurusan beralih kepada Kurator

sebagai pengganti pengusaha.
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2. Diperlukan adanya peran aktif Pemerintah melalui instansi terkait
yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan  Transmigrasi  untuk
mengadvokasi keseluruhan dari proses pemenuhan hak-hak
pekerja/buruh sehingga para bekas pekerja pada perusahaan yang
pailit tidak tersita lagi waktunya untuk melakukan tuntutan atas
haknya, dan hanya fokus pada pencarian kerja yang baru dan

melakukan rutinitas atas pekerjaannya yang telah didapat.
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